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Abstract

This research aims to examine the perspective of Islamic law regarding interfaith marriage. The
method used is qualitative, with a comparative approach. In the study of Islamic law, interfaith
marriages are classified into three categories: marriages between Muslim men and polytheistic women;
Muslim man's marriage to ablnlkitab woman; and the marriage of Muslim women to non-Muslim
men. Regulatively, interfaith marriages in Indonesia do not have legal force, becanse Law Number 1
of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law as positive law has probibited
interfaith marriages. Therefore, the Offfice of Religious Affairs and the Civil Registry will not carry
out administrative records of interfaith marriages.

Keywords: Interfaith Marriages, Islamic Law

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji cara pandang hukum Islam tentang pernikahan
beda agama. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan komparatif. Dalam kajian
hukum Islam, pernikahan beda agama diklasifikasikan pada tiga katagori: pernikahan pria muslim
dengan wanita musyrik; pernikahan pria muslim dengan wanita ahluli kitab; dan pernikahan wanita
muslimah dengan pria non muslim. Secara regulatif, pernikahan beda agama di Indonesia tidak
memiliki kekuatan hukum, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif telah melarang nikah beda agama. Katena itu,
Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas
peristiwa nikah beda agama.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Hukum Islam
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PENDAHULUAN

Islam merupakan Agama yang sempurna dan dikenal tidak statis dalam menghadapi
fenomena yang ada. Islam sangat dinamis dalam menyikapi setiap fenomena baru yang
terjadi dalam kehidupan serta mencari solusi terbaik yang bertujuan demi terciptanya
kemaslahatan masyarakat dan tetap dalam ridlo Allah S.W.T. Diantaranya adalah tentang
pernikahan. Pernikahan merupakan peristiwa yang sakral. Kesakralan pernikahan sendiri
dikarenakan oleh akad yang mengikat dua orang untuk hidup bersama atas dasar keikhlasan,
tanggung jawab dan melaksanakan ibadah. Islam telah menentukan dasar pelaksanaan
pernikahan yang telah diatur dalam al-Qur’an dan hadist dan telah di tafsiri oleh para ulama’
sehingga tercipta hukum syari’ah tentang pernikahan. Pernikahan sendiri bertujuan untuk
memuliakan manusia dari semua mahluk-Nya, agar sesuai dengan tujuan-Nya
menjadikan manusia sebagai mahluk yang paling sempurna diantara mahluk-mahluk yang
lainnya. Selain dalam agama Islam, pernikahan juga menjadi sebuah peristiwa yang penting
dan juga sangatsakral bagi semuaagama lain. namun dewasa ini, dengan semakin
berkembangnya teknologi dan intelektual manusia banyak terjadi fenomena pernikahan

beda agama.

Pernikahan beda agama bukanlah sebuah hal baru lagi. Bahkan di Indonesia pernikahan
beda agama sudah banyak dijumpai di berbagai kalangan sosial, mulai dari Publik Figur,
pejabat, sampai orang biasa. Hal yang dianggap biasa ini tidak lantas membenarkan atau
tidak mempermasalahkan pernikahan beda agama, tetapi justru sering menjadi kontroversi

terutama pada agama Islam.

Dalam agama Islam terdapat banyak perdebatan sejak lama yang terlihat dalam berbagai
literatur hukum Islam. Di kalangan para ulama perdebatan berawal dari perbedaan dalam
menafsirkan  konteks Q.S al-Bagarah: 221 dan Q.S al-Maidah: 5 tentang siapa
yang dimaksud  kafir dan ahl kitab dalam  kedua ayat  tersebut dan apakah

larangan dalam ayat tersebut masih bersifat relevan dengan kondisi umat saat ini.

Kajian ini didukung oleh beberapa teori, vyaituteori tentang nikah, hukum Islam,
dan hukum positif. Secara etimologis, kata nikah berasal dati nakaha-yankihu- nikdhan,
yang berarti: “al-dammn (bethimpun), aljan‘n (betkumpul), al-wat‘n (hubungan kelamin), a/-
‘agdn (perjanjian)”. Secara terminologis, nikah didefinisikan :
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“Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan

menggunakan kata nakaha atau awwaja’. (Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan
Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014: 19).

Berdasarkan definisi tersebut, ada tiga kata kunci: ‘agdun, yatadammann, dan  al-nikah. Kata
‘agdun untuk menjelaskan bahwa pernikahan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh
orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa nikah. Pernikahan itu dibuat
dalam bentuk akad, karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata-
mata hubungan kelamin antara pria dan wanita. Penggunaan ungkapan yatadammann ibahat
al-wat7 mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin, karena pada dasarnya
hubungan pria dan wanita adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya

secara syar’i (hukum syarak).

Hal-hal yang membolehkan hubungan kelamin, yaitu adanya akad nikah. Adapun yang
dimaksud b7 lafzi al-nikah aw al-tazwij, bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin
antara pria dan wanita ituharus menggunakan kata  nakaha atau  zawwaja.
(Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI,
2014 : 19).

Akad atau perjanjian tersebut keabsahannya sangat terkait dengan ketentuan syarat dan
rukun nikah menurut syariat Islam. Karena itu, Taqiy al-din Abu Bakr bin Muhammad al-
Husaini al- Hashaniy al-Dimasyqiy al-Syafi’i (tth : 36) mendefinisikan pengertian nikah

dengan batasan:

| P
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“Akad yang masyhur yang mencakup rukun-rukun dan syarat- syarat”.

Perihal nikah beda agama, Masjfuk Zuhdi (1997 : 4) menjelaskan bahwa yang dimaksud
dengan pernikahan beda agama ialah “perkawinan orang Islam (pria/wanita) dengan orang
bukan Islam (pria/wanita)”. Mengenai masalah ini, dibedakan hukumnya pada tiga katagori:
pernikahan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik; pernikahan antara seorang
pria muslim dengan wanita ahlulkitab; dan pernikahan antara seorang wanita muslimah

dengan pria non muslim.
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Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan hukum positif
yang berlaku secara umum untuk setiap warga negara di Indonesia. Sedangkan Kompilasi

Hukum Islam adalah hukum positif yang berlaku secara khusus untuk umat Islam.

Hal ini juga diperjelas dengan Pasal 8 huruf f UU tersebut bahwa “Perkawinan dilarang
antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya
atau peraturan yang berlaku dilarang kawin.” Komplasi Hukum Islam sebagai aturan
turunan dari UU Perkawinan mengatur larangan perkawinan beda agama antara muslim
dan nonmuslim secara tegas yang tertuang dalam Pasal 40 huruf ¢ yaitu:
“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan
karena keadaan tertentu: c. seorang perempuan yang tidak beragama Islam” dan Pasal 44
“Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki
yang tidak beragama Islam.” Larangan tersebut juga diperkuat dengan dikeluarkannya
Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pada Buku 1 KHI Pasal 40 (c)
yang menyatakan  bahwa  “seorang wanita yang tidak  beragama  Islam
dilarang melangsungkan pernikahan dengan laki - laki muslim.” Dimana pada kitab- kitab
Tafsir dan Figh ada kecenderungan memperbolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan
wanita ahl kitab. ~ Serta ditambah lagi dengan adanya Fatwa MUI tahun 2005 vyang
menegaskan kembali  tentang haramnya pernikahan beda agama,  yaitu antara laki-laki

muslim dengan wanita non-muslim, maupun wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim.

Kemudian baru-baru ini pernikahan beda agama kembali ramai menjadi perbincangan dan
kontroversi karena fenomena ini banyak datang dari berbagai kalangan sosial. Khususnya di
kalangan artis atau publik figure bahkan juga dari kalangan pejabat pemerintahan. Menurut
ICRP tercatat ada 1425 pasangan menikah beda agama di Indonesia. Dari kasus yang sering
dan banyak terjadi maka perlu adanya kajian yang lebih mendalam lagi tentang pernikahan
beda agama. Fakta ini menunjukkan bahwa animo masyarakat masih tinggi untuk

melakukan pernikahan walaupun berbeda keyakinan.

Berdasarkan hal ini, tulisan ini ditujukan untuk melihat bagaimana konsep pernikahan beda
agama dilihat dari sudut pandang figih dan undang-undang. Schingga gagasan tentang

pernikahan beda agama kan teruai dengan baik.
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METODE

Penelitian ini dilakukan berdasarkan pada penelitian sumber-sumber literatur dan  pers.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perspektif tentang legalitas pernikahan beda
agama dalam sudut pandang Islam khususnya dalam Al-Quran, Hadits dan pendapat ulama.
Selanjutnya, penelitian ini akan menguraikan dampak dari adanya fenomena pernikahan
beda agama yang marak terjadi di masyarakat menskipun pemaparan hukum tanteng hal
tersebut telah diuraikan oleh para ulama bahkan fatwa dari ulama. Tulisan ini diharapkan
dapat memberi pandangan yang mampu menjawab adanya kontroversi praktik beda agama

dikalangan masyarakat di tengah hukum yang tegas dan lugas dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Dalam Alquran, paling tidak ada dua kata yang menunjukkan pengertian pernikahan atau
petkawinan, yaitu kata nikah dan kata zawj. Kata nikah diulang sebanyak 23 kali di perbagai
surah. Bentuk f/% madi diulang sebanyak 2 kali, /i mudari < sebanyak 13 kali, fi% amar
sebanyak 3 kali, dan bentuk masdar sebanyak 5 kali. Sedangkan kata zany, diulang sebanyak
79 kali. Bentuk 7%/ madi terulang 3 kali, fi’i/ mudari < hanya terulang 1 kali, bentuk mufrad

17 kali, ~ muthanna 8  kali, selebihnya sebanyak 50  kali  dalam bentuk jamak.

ol

(Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI,
2014 : 19).

QS al-Nisa/4:21 menyebut peristiwa pernikahan dengan withagan ghalizan (petjanjian yang
amat kokoh). Bab I Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
menyatakan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang
wanita sebagal suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2 disebutkan: “Perkawinan menurut hukum
Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mzthagan ghalizan untuk menaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Ditegaskan Alquran:“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia telah menciptakan
pasangan- pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa

tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh,
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pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang

berpikir”. (QS al-Rim/30:21).

Ayat di atas menunjukkan, untuk mewujudkan kebahagian dalam rumah tangga, dibutuhkan
persamaan prinsip antara suami- isteri. Ini berarti, pernikahan tidak hanya mengikat perihal

fisik dan materi, melainkan mencakup tataran ideal spiritual, yaitu unsur- unsur ruhaniyah.

Kasus Pernikahan beda agama banyak terjadi di kalangan para artis. Beberapa deretan artis
yang melakukan nikah beda agama antara lain: Jamal Mirdad (Muslim) dan Lydia Kandau
(Kristen), Katon Bagaskara (Kristen) dan Ira Wibowo (Muslimah), Adi Subono (Muslim)
dan Chrisye (Kristen), Jeremy Thomas (Kristen) dan Ina Idayanti (Muslimah),
Henry Siahaan (Kristen) dan Yuni Sara (Muslimah), Ari Sihasale (Kristen) dan Nia
Zulkarnaen (Muslimah), serta masih banyak lagi.

Diantara mereka, tidak dapat mempertahankan kelangsungan rumah tangganya, yang
berakhir dalam perceraian, seperti: Jamal Mirdad-Lydia Kandau, Katon Bagaskara-Ira
Wibowo, Henry Siahaan-YuniSara, Dedi Kobuzer - Kalina, Tamara Bleszynksi-Mike
Lewis, Cornelia ~ Agatha-Soni  Lalwani, dan Glenn Fredly-Dewi Sandra
(http:/ /boombastis.com).

Pembicaraan Alquran tentang pernikahan beda agama meliputi: pernikahan pria muslim
dengan wanita musyrik; wanita muslimah dengan pria musyrik (QS al- Baqarah/2:221);
pernikahan pria muslim dengan wanita ahlulkitab (QS al-Maidah/5:5). Berkaitan dengan
ayat ini, para mufasir berbeda pendapat tentang hukum menikahi wanita ahlulkitab (Yahudi

dan Nasrani/Kristen).

Sebagian mufasir berpendapat, kata mushrikalh dan mushrikin di - dalam QS al-
Baqarah/2:221 bersifat umum, untuk semua orang kafir, termasuk ahlulkitab. Yang lain
berpendapat bahwa larangan yang dipahamidari ayat itu telah dihapus oleh QS al-
Maidah/5:4. Pendapat pertama, yang melarang menikahi wanita-wanita ahlulkitab, mengacu

kepada sumber Ibn Umar dan dijadikan pegangan oleh Mazhab Zaidiyah.

Terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya
melakukan nikah beda agama. Pertimbangan maslahat dan mafsadat menjadi pijakan dalam
menetapkan status hukum pernikahan beda agama. Potensi konflik dan ketegangan dalam
keluarga, serta banyak cerita kegagalan pelaku nikah beda agama dalam mempertahankan
keharmonisan rumah tangga juga menjadi dasar penetapan hukum. Darisini pula, lahir

regulasi yang di dalamnya terkait aturan pernikahan beda agama di Indonesia.
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Pembahasan
A. Pernikahan Beda Agama Menurut Fiqih dan Undang-Undang

Pernikahan beda agama menurut Figh Islam yang dimaksud adalah pernikahan antara laki-
laki muslim dengan wanita non-muslim dan sebaliknya, wanita muslimah dengan laki-laki
non-muslim. Perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan
wanita yang berbeda agama, menyebabkan adanya keterikatan dua aturan yang berbeda
mengenai syarat dan juga tata cara seremonial perkawinan sesuai dengan keyakinan agama
masing-masing dengan bertujuan membentuk keluarga yang Bahagia, kekal dan berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pernikahan beda agama sendiri dikategorikan menjadi 3 kelompok berbeda, diantaranya:
1. Perkawinan Muslim dengan Wanita kitabiyah (Ahli Kitab)

Para ulama’ berpendapat bahwa Ahl Kitab di sini berarti penganut agama Yahudi dan
Nasrani. Namun, beberapa ulama, termasuk Abdullah Ibn Abbas, dari kalangan sahabat
dan juga pendapat Yusufal- Qardhawi dari golongan ulama kontemporer membedakan
antara dhimmy dan harby. Menurut mereka, menikah dengan Dhimi saja yang sah, sedangkan

menikah dengan harbi adalah haram.

Sebenarnya menikahi wanita kitabi sejatinya diperbolehkan selama memenuhi syarat syarat
yang sudah di tentukan. Seharusnya menjadi poin utama adalah pemenuhan syarat syarat
tersebut, percuma apabila seseorang memahami hukum dasarnya saja tanpa memahami
syarat syarat yang berlaku. Mengutip pernyataan dari syeh Ali As Shobuni dalam kitab
Rowaihul bayan fi tafsiri ayatil ahkam bahwa mayoritas ulama’ berpendapat bahwa
perempuan kafir kitabi boleh di nikahi, pendapat ini berdasarkan dari Al qur’an surat (al

maidah ayat: 5)
e Cilalally 2 da itada =280 Ja okl 1351 G Aaday e il &0 I 25
C5aaia Y Giadlis 56 Gliads Gh 340 GASATE 13 208 f A1 A1 Gl e Giitaadly cia3dd) &

A28 s

Cimel) a3 a1 8 b Alee s 38 UYL R Gy oI o

“Pada hari ini, dibalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembeliban) Abli Kitab itu halal
bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dibalalkan bagimu menikahi) wanita-wanita yang

menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan
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di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamn, apabila kamu membayar maskawin mereka
untuk menikabinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan Wanita piaraan.
Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sunggub sia-sia amal mereka, dan di akbirat dia termasuk

orang-orang yang rugi”. (QS al-Ma'idah/ 5:5).

Menurut ibnu abbas larangan menikahi perempuan kafir pada al qur’an surat al baqoroh
ayat : 221 telah di spesifikan dengan lagalitas menikahi kafir kitabiyah di dalam al qur’an
surat al maidah ayat 5 tersebut, sehingga larangan menikahi wanita kafir pada al qur’an surat
al baqoroh ayat 221 hanya mencangkup kafir non kitabi saja. Adapun syarat syarat yang
harus dipenuhi pada pernikahan dengan wanita ahli kitab setidaknya ada tiga, yaitu: 1.
Wanita ahli kitab yang akan di nikahi harus merupakan keturunan ahli kitab yang murni 2.
Leluhur dari wanita tersebut telah memeluk agama jauh sebelum baginda nabi SAW di utus.
3. Memenuhi kedua syarat tersbut secara pasti. Melihat dari 3 syarat tersebut rasanya sangat
sulit ada wanita yang secara meyakinkan bisa memenuhi seluruh syarat tersebut. Akan sulit
pula membuktikan bahwa wanita ahli kitab adalah murni keturunan ahli kitab dan tidak ada
satupun kakek buyut nya yang beragma selain ahli kitab, kondisi akan semakin di persulit
ketika harus membuktikan bahwa leluhur dari wanita tersebut telah memeluk agama ahli
sebelum baginda nabi diutus, pemenuhan syarat tersebut tidak boleh hanya sekedar dugaan
belaka namun harus ada bukti yang kuat dan tidak terbantahkan. Salah satu literatur
mengenai syarat tersebut telah di kemukakan oleh ulama’ besar asal india yaitu imam
zainuddin bin abdil aziz al malibari dalam kitab fathul mu’in hal: 101 bahwa menikah
dengan wanita kitabiyyah disyaratkan harus terbukti bahwa leluhurnya telah memeluk
agama tersebut sebelum diutusnya baginda nabi SAW. Maka sangat di sayangkan jika
seseorang memaksakan diri menikahi umat dari agama lain hanya berdasarkan cinta,
padahal syarat syaratnya belum terpenuhi. Kesucian cinta tidak akan bisa menghalalkan hal

yang di haramkan dan sebalikmya.

Masyarakat Indonesia yang beragama selain Islam seperti Kristen, Hindu, Budha, Katholi
dan konghuchu tidak dapat dikategorikan sebagai ahl kitab seperti yang tertulis dalam Al-
Qurian. Para ulama’ berpendapat bahwa kitab yang telah diturunkan oleh para
rosul sebelum nabi Muhammad telah berkali-kali mengalami perubahan isi, seperti Injil dari
nabi Isa AS yang terbagi menjadi 4 kitab, atau Taurat nabi Musa A.S yang saat ini

disebut perjanjian lama atau Mazmur.
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Hal ini tidak dapat disamakan dengan yang pernah terjadi kepada para sahabat dalam
sejarah yang menyatakan bahwa ada beberapa sahabat yang menikahi perempuan ahl kitab,
seperti Sayyidina Hudzaifah yang menikahi perempuan ahl kitab asal Bazaret di palestina.
Hal ini dikarenakan perempuan tersebut merupakan kategori ahl kitab yang sebenarnya.
Untuk itulah perlu ditekankan kembali pendapat ulama yang mengatakan bahwa kitab injil
dan taurat yang ada di zaman sekarang telah berbeda dengan yang ada pada zaman para

sahabat sekaligus menggugurkan perempuan-perempuannya sebagai ahl kitab.

2. Perkawinan Muslim dengan wanita Musyrikah (non kitabi)

Sebagian besar ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum pernikahan jenis ini
karena ada perbedaan dalam menafsirkan klasifikasi wanita musyrik dalam pada surah al-
baqarah ayat 221. Misalnya, Imam Ibnu Jarir al-Tabari mengatakan bahwa wanita musyrik
yang diharamkan untuk dinikahi hanyalah wanita yang berasal dari Arab pada zaman nabi
karena mereka tidak memahami Kitab Suci dari awal, dan merupakan penyembah berhala.
Oleh karena itu, menurutnya, Wanita musyrik yang berasal dari negara non-Arab yang
memiliki kitab suci atau semacam pedoman dalam beragama, seperti India, Cina dan Jepang

boleh menikah dengan laki-laki Muslim.

Dalam menghukumi pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik atau
sebaliknya yaitu perempuan muslim dengan dan laki-laki musyrik para ulama bersandar
pada Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 221. Mayoritas ulama seperti ulama kalangan
Hanafiyyah dan Syaft’iyyah sepakat mengharamkan dan mengkategorikan sebagai
pernikahan yang batal pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik

berdasarkan awal dari dalil dalam Q).S. al-Baqarah: 221 tersebut.

Menurut Wahbah al-Zuhayli, yang menjadikan alasan atas diharamkannya seorang laki-laki
muslim menikahi wanita musyrik karena sulit tercapainya keluarga yang harmonis, damai,
dan kerja sama antara kedua belah pihak sebab berbedanya keyakinan dan kepercayaan.
Seorang wanita akan mudah berkhianat jika mereka tidak memegang keyakinan kepada
suatu agama, bahkan, mereka tidak takut lagi untuk berbuat maksiat. Selain itu mereka akan
sulit untuk memegang amanah, serta kebanyakan dari mereka masih mempercayai takhayul
atau mitos dalam konteks yang mengarah kepada kemusyrikan dan didasari oleh hawa

nafsu. ayat tersebut mengisyaratkan kepada semua perempuan musyrik tanpa terkecuali.
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Dalam Alquran, terdapat penegasan larangan pernikahan antara seorang pria muslim

dengan

wanita musyrik.
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Janganilah kamn menikahi wanita-wanita musyrik, hingga mereka beriman. Sesunggubnya wanita budak

yang beriman lebib baik dari pada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimn’.

(OS al-Bagarah/2:221)

2. Perkawinan Muslimah dan Laki-Laki Non-muslim

Agama islam melarang pernikahan perempuan muslimah dengan laki laki non muslim
secara mutlak baik kafir kitabi maupun non kitabi, pendapat ini diriwayatkan dari sayyidina
umar bahwa baginda nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: seorang laki laki
muslim boleh menikahi perempuan nasrani, tetapi seorang laki laki nasrani tidak boleh
menikahi perempuan muslimah. Pada peristiwa perdamaian hudaibiyyah rasulullah SAW
terikat perjanjian dengan kaum kafir makkah, salah satu isi perjanjian tersebut adalah
siapapun yang datang dari makkah ke madinah harus di kembalikan sementara siapapun
yang datang dari madinah ke makkah maka ia adalah bagian dari mereka. Tidak berselang
lama datang seorang wanita yang bernama Ju’bah binti harits dari makkah ke madinah
kemudian suaminya menuntut agar rasulullah SAW mengembalikan istrinya sesuai perjnjian
yang telah di setujui setelah itu turunlah al qur’an surat al mumtahanah ayat: 10 yang
berbunyi:
Sh sha 5 S a5 A SIS I8 il 22T S8 54 S i b 520 015 101l il G
EA AT b 5 19 5 3ACE o aile #UA 5 TR U ab 55 50 pslad b Y5 1 0 0 Y 5D D
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10. Wabai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan  mukmin datang berhijrah

kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allab lebib mengetahui tentang keimanan
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merekay jika kamu telah mengetabui babwa mereka (benar-benar) beriman maka janganilah kamu
kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-
orang kafir itn dan orang-orang kafir itu tidak balal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami)
mereka mabar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa baginn menikahi mereka apabila kamn
bayar kepada mereka mabarnya. Dan janganlah kamn tetap berpegang pada tali (pernikaban) dengan
perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan
(ika snaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mabar yang telah mereka bayar (kepada
mantan istrinya yang telah beriman). Demikianiah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamn.
Dan Allah Maha Mengetahuz, Mahabijaksana.

Alasan utama pengharaman pernikahan perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim
adalah adanya kekhawatiran perempuan muslim akan menjadi kafir dengan mengikuti
ajaran agama suaminya, sebab suami mempunyai peran yang lebih dominan sebagai kepala
keluarga dan lebih berkuasa atas istrinya. Dan kekafiran inilah yang akan menjerumuskan

perempuan muslim ke dalam api neraka.

Mengenai perkawinan beda agama KHI dengan tegas melarangnya. Ketentuan ini
sebagaimana tertulis dalam Pasal 40 yang berbunyi *“Dilarang melangsungkan perkawinan
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: @) karena
perempuan yang bersangkutan masib terikat satu perkawinan dengan laki- laki lain; b) seorang
perempuan yang masih berada dalam masa iddah dengan laki-laki lain; c) seorang perempuan yang tidak
beragama Islam.” Dan Pasal 44 KHI yang berbunyi: “Seorang perempuan  Islam  dilarang

melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.”

Pada pasal 40 poin ¢ dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang
laki-laki dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Kemudian dalam pasal 44
dinyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan
seorang laki-laki yang tidak beragama Islam. KHI tersebut selaras
dengan pendapat Hazairin yang menafsirkan pasal 2 ayat 1 beserta penjelasanya bahwa bagi

orang Islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya.

Larangan perkawinan beda agama bagi pemeluk agama Islam telah secara tegas diatur dalam
Pasal 44 KHI (Kompilasi Hukum Islam) bahwa seorang wanita Islam dilarang

melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.
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Diceritakan, Umar bin Khattab telah mengambil berbagai keputusan yang dapat dianggap
bertentangan dengan pernyataan ayat-ayat tertentu alquran. Ia berpendapat bahwa dalam
keadaan tertentu, al-maslahah al-mursalah (kepentingan umat Islam umumnya) harus
diberikan prioritas dari pada hal-hal yang lain. Ia melarang pemotongan tangan pencuri di
masa paceklik. Ia menolak pemberian Sebagian zakat kepada para mualaf Ketika umat
Islam sudah cukup kuat untuk menghadapi tantangantantangan dari luar. Ia juga menolak
pembagian tanah rampasan di Irak kepada para prajurit yang berperang, tetapi lebih
menyukai untuk membagi-bagikannya kepada para pengolah tanah untuk dipungut pajaknya
bagi kepentingan negara. Semua keputusan tersebut, secara lahiriah tampak seakan-akan
bertentangan dengan ayat-ayat alquran tertentu, namun Umar bin Khattab berpendapat
bahwa yang demikian itu adalah lebih sesuai dengan semangat dan inti ajaran Islam, yakni
kemaslahatan. (Mohammad Atho Mudzhar, 1993 : 103-104). Larangan nikah beda agama di
Indonesia secara regulative adalah kuat. Pada pertengahan Juni 2015, Mahkamah Konstitusi
menyatakan larangan menikahi pasangan yang berbeda agama. Dalam hal ini Mahkamah
Konstitusi mengeluarkan putusan yang menolak uji materi terhadap sejumlah pasal dalam
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Karena itu, pelarangan nikah beda
agama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan tidaklah melanggar konstitusi,

walaupun kelima pemohon uji materi menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi

tersebut diskriminatif, sebab tidak mengindahkan hak-hak sipil warga negara.

3. Polemik dan Dampak dari Pernikahan Beda Agama

Polemik dari pernikahan beda agama di indonesia menyebabkan pelaksanaan pernikahan
beda agama relatif sulit. Namun dalam realitasnya, pernikahan beda agama masih sering
terjadi di Indonesia. Adapun pelaksanaan pernikahan antara dua orang yang memiliki
keyakinan beragama yang berbeda, salah satu pihak biasanya menundukkan diri dan
mengalah untuk memeluk agama pihak lain baik itu masuk agama secara semu atau
sesungguhnya. Misalnya, seoranglaki laki non-muslim hendak melakukan pernikahan
dengan seorang wanita muslim dengan menggunakan hukum Islam dan pencatatan
dilakukan oleh KUA, maka sebelum melaksanakan pernikahan laki-laki non-muslim harus

mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Selain itu bagi orang orang kaya, biasanya pelaksanaan

22 ARZUSIN : Jurnal Manajemen dan Pendidikan Dasar




M. Taufiq Hidayat, Ali Nu'man, Ashabul Yamin, Hafidh, Kasuwi Saiban

pernikahan beda agama dilakukan di luar negeri untuk menghindari rumitnya prosedur
pernikahan beda agama di Indonesia. Akan tetapi baru-baru ini ada pasangan beda agama
yang menggunakan  tata cara baru  dalam melaksanakan pernikahannya,  yaitu dengan
melakukan dua prosesi pernikahan. Prosesi pernikahan pertama menggunakan akad nikah
secara Islam, kemudia dilanjutkan dengan misa pemberkatan di katedral. Cara ini lebih
kontroversi karena dianggap mencari celah dari hukum yang berlaku baik itu hukum agama
maupun undang-undang yang berlaku. Setiap pernikahan tentunya memiliki dampak dalam
kehidupan, tertutama apabila pernikahan tersebut adalah pernikahan beda agama tentunya
menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut seputar rumah tangga suami istri
yang akan berdampak pula pada anak-anak mereka apabila sudah memiliki keturunan.
Dampak penikahan beda agama ini dibagi menjadi dua, yaitu aspek psikologis dan aspek
yuridis.

Seacara psikologis, pernikahan beda agama menimbulkan beberapa problem diantaranya
yaitu berkurangnya keharmonisan rumah tangga yang telah dibina belasan tahun. Ketika
masa awal pernikahan, perbedaan itu di anggap suatu hal yang wajar dan merasa dapat
ditoleransi atas dasar cinta. Tetapilambat laun perbedaanitu dapat berubah menjadi
simalakama dalam bahtera rumah tangga. Misalnya, ketika memasuki bulan Ramadhan,
suasana ibadah puasa menjadi sarana penghubung dalam memperkuat ikatan batin sebuah
keluarga yang sama-sama beragama Islam. Namun dengan perbedaan keyakinan hal itu

sangat sulit diwujudkan dan mungkin dapat menimbuklan kesenjangan dalam keluarga.

Dampak lainnya yaitu terjadi pada keinginan orang tua agar anak-anaknya mengikuti agama
yang mereka yakini. Pada kondisi ini akan membuat salah satu pihak menjadi kesepian dan
merasa terdiskriminasi ketika ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman beragama
sechingga rawan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga. Di zaman ini, ideologi
pluralisme sedikit berjalan lebih jauh sampai melewati batas norma beragama. Pemikiran
tentang pernikahan beda agama adalah salah satu bentuk idelogi pluralisme yang melewati
batas. Adapun dalam Islam, konteks pluralisme seharusnya tidak melewati batasan-batasan

syari’at agama agar tidak menjadikan agama Islam seakan-akan menjadi agama yang liberal.

Masalah lain yang akan muncul adalah saat pasangan pernikahan beda agama diberi
tanggung jawab buah hati. Hal ini sangat berpengaruh pada mental anak serta keyakinan
yang akan dianut oleh sang anak. Yang pasti terjadi adalah baik ayah ataupun ibu akan

saling memperebutkan pengaruh mereka agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya.
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Misalnya jika ibunya adalah kristiani, dia pasti ingin anaknya memeluk agama kristen. Dan
jika ayahnya memeluk agama kristen, dia pasti menginginkan anaknya menjadi muslim,
begitupun sebaliknya. Dari analogi diatas terjadilah sebuah persaingan ego antara kedua
orangtua agar sang anak mengikuti agama dan keyakinan mereka. Hal ini menyebabkan
anak menanggung beban mental ketika akan memilih keyakinan mana yang akan dipilihnya.
Anak yang dianggap terpuji adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan
menghormati segala perintah, akan tetapi ketika anak di hadapkan pada masalah keyakinan
yang akan dipilih. Hal ini dapat menimbulkan gangguan psikologi pada anak akibat orang
tuanya. Mereka akan cenderung ragu untuk mengikuti keyakinan dari ayah atau ibunya. Di
sisi lain, anak memiliki hak untuk memilih sendiri keyakinan akan agama tanpa ada paksaan
dari orang tuanya. Namun, justru menjadi sebuah perdebatan dan renggangnya
keharmonisan rumah tangga. Akhirnya mereka lebih mudah untuk terseret kedalam jurang-

jurang pergaulan bebas.

Dari beberapa dampak diatas dapat ditarik sebuah garis besar bahwa secara psikologis
pernikahan beda agama cenderung mengurangi keharmonisan dalam berumah tangga.
Selain itu dampak pernikahan beda agama akan berimbas kepada mental anak. Dengan
adanya masalah-masalah yang terjadi, tentunya banyak pernikahan beda agama berujung
kepada perceraian. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan seagama juga
akan terbebas dari masalah. Semuanya tergantung dari keputusan dan sikap yang diambil

oleh kedua pihak akan setiap problema yang ada.

Kemudian jika dilihat menggunakan kacamata yuridis erat kaitannya dengan keabsahan
pernikahan beda agama itu sendiri. Dalam Undang-undang tentang perkawinan, salah satu
hal yang harus dipenuhi agar sah secara hukum harus ada kesesuaian dalam beragama dan
keyakinan yang telah diatur pada UU pasal 2 ayat (1). Mengacu pada pasal tersebut tersirat
sebuah pesan bahwa keputusan UU perkawinan memberikan kewenangan sepenuhnya
pada ajaran agama masing-masing. Ketika hukum agama mengatakan pernikahan beda
agama sah, maka Undang-undang juga mengakui pernikahan tersebut sah secara hukum
negara. Akan tetapi pada realitanya setiap agama tidak sepenuhnya mengakui keabsahan
sebuah pernikahan lintas agama. Satu-satunya jalan paling rasional adalah dengan salah satu
pihak berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya. Begitu pula dengan status
pencatatan dari anak yang dilahirkan. Secara hukum, seorang anak yang lahir dari keluarga
dengan pernikahan beda agama akan diakui secara sah jika pernikahan beda agama tersebut

telah di anggap sah secara agama kemudian diakui serta dicatat oleh kantor pencatatan
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perkawinan. Karena berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam undang undang perkawinan
pasal 42, anak yang sah secara hukum adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah

berdasarkan pasal 2 ayat (2).

Selain hal di atas, masalah lain yang akan terjadi berkaitan dengan hukum pernikahan beda
agama yaitu masalah tentang harta warisan. Contohnya, jika ada suami yang seorang muslim
sedangkan istri dan anak-anaknya non-muslim, maka pembagian warisan tidah dapat
dilakukan. Baik anak maupun istri tidak bisa dianggap sebagai ahli waris tetapi dianggap

sebagai penerima wasiat wajibah.

Pernikahan beda agama sangat beresiko terjadi perceraian. Akan menjadi satu masalah baru
jika terjadi perceraian. Hal ini dikarenakan proses perceraian pasangan pernikahan beda
agama terbilang cukup rumit dan sulit. Contohnya, ada laki-laki yang seorang muslim
menikah dengan wanita katholik dengan dua prosesi. Prosesi pertama dilakukan dengan
ketentuan Islam akan tetapi tidak dicatatkan pada kantor KUA, kemudian dilanjutkan
dengan prosesi dari agama istri dengan pemberkatan di gereja. Selanjutnya dilakukan

pencatatan oleh kantor catatan sipil agar mempunyai akta pernikahan yang sah.

Dari sini timbul sebuah pertanyaan tentang bagaimana mekanisme hukum yang berlaku jika
terjadi kasus perceraian agar tercatat secara sah sebab adanya pernikahan beda agama.
Undang-undang perkawinan tidak membahas secara spesifik terkait dengan alur dari
pernikahan beda agama dan menggantungkan hukum pada pasal 2 ayat (1). Begitupun jika
pasangan tersebut mengajukan gugatan cerai, maka yang pertama jadi patokan adalah
agama dari suami Namun ketika pernikahan tidak dicatat oleh KUA maka akan diakui
dengan kawin sirri dan tidak memperoleh pengakuan hukum oleh negara. Sehingga opsi
yang bisa di ambil sesuai dengan yang tertulis dalam akta pernikahan yaitu memakai
ketentuan katholik yang mana adalah agama istri. Hal ini dikarenakan akta pernikahan telah

diakui oleh agama bersangkutan dan Negara dan tercatat di kantor Catatan Sipil.

KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan di atas kita ketahui bahwa problematika pernikahan beda agama
sejak jaman dahuli bahkan sampai saat ini. Kontroversi pernikahan beda agama semakin
terlihat lantaran  yang melakukan praktek pernikahan beda agama hampir dari berbagai
kalangan terutama Public Figure. Pada realitasnya, pernikahan beda agamadi Indonesia

terjadi di kalangan artis maupun masyarakat biasa. Ini menunjukkan bahwa pernikahan beda
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agama tetap berjalan, walaupun kontroversial. Di satu sisi dihadapkan dengan hukum Islam,
dan di sisi lain ada regulasi sebagai hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penegasan alquran surat al-
Bagarah  ayat 221  telah  melarang pernikahan antara  seorang yang  beragama
Islam dengan seorang yang tidak beragama Islam dalam katagori musyrik/musyrikah.
Seorang pria muslim dibolehkan. Perkawinan beda agamadalam perspektif Islam
hukumnya haram karena terdapat banyak kesamaan antara musyrik dan ahl kitab masa kini.
Pendapat inilah sebagaimana diadopsi dalam Pasal 40 huruf ¢ dan Pasal 44 Kompilasi
Hukum Islam. Sehingga secara otomatis tidak terpenuhi pula Pasal 2 ayat 1 UU
Perkawinan. Jadisecara hukum Islam maupun hukum yang dikeluarkan oleh negara
melarang pernikahan beda agama. Jikaingin menikah dengan seseorang yang berbeda
keyakinan hanya ada duacara yaitu meninggalkan Islam atau masuk ke agama Islam.
Kemudian dalam perjalannya pasti ada dampak dari pernikahan beda agama. Dampak yang
diakibatkan terbagi menjadi dua aspek yaitu aspek psikologis dan aspek yuridis. Secara
psikologis pernikahan beda agama cenderung mengurangi keharmonisan dalam berumah
tangga. Dan masa depan anak. Adapun dampak pernikahan beda agama jika dilihat dari
sisi hukum yaitu tentang sah atau tidaknya pernikahan beda agama tersebut. Ketika
agama telah menyatakan pernikahan itu sah, maka undang — undang perkawinan juga

mengakui pernikahan tersebut.
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